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Dua Terdakwa
Divonis Minimal
Dalam Korupsi RpH Temesi

DENpASAR - Dua rerdakwa kasus dugaan korupsi
pengadaan tanah Rumah potong Hewar ("RpH) Temesi,
u_ lanyar divonis minimaJ oleh majelis hakjm di penea_
dilan Tipikor Denpasar kemarin. Kedua terdakwa iru,
yakni.M Rai Asmara (mantan Sekda Cianyar) dan IB
Rala (manlan Kadis Peternakan ) hanya dij;tuhi huku_
man I tahun peniara, alias hukuman paling minimal
oatam perkara korupsi.

Maielis.Hakim yang diketuai Early Setyorini men_
yatakan, kedua terdakwa terbuki melakrikan korupsi
sebagaimana dalam da-lraraan subsider pasal3jo pasal
lB UU Tipikor pasal 5s ayat (t) ke-1 KUHp-D;lam
memutus perkara ini $

> Baca Dua... Hat 31
anrl. Dylttfger rn arru!

r DUL..
Sambungan dari hai 21

majelis hakim mempertimbangkan hal
yang memberatkan yakni kedua terdalr,rra
telah merugikan ktiuangan negara, tidak
mendukung program pemerintah dalam
pemberantasan korupsi berikut terdakwa
IB Raka yang berbelit-belit dalam sidang.
Dan yang meringankan, kedua terdakwa
belum pernah dihulum.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara
selama satu tahun kepada kedua terda-kwa
dikurangi masa penahanani jelas hakirn.

Setain itu, kedua terdakwa juga diiatuhi
hukuman pidana denda Rp 50iuta subsider
satu bulan peniar4. Namun, majelis harlm
memerintahkan JPU mengembalikan uang
yang dikembalikan IB Raka sebesar Rp 4l
juta, sebab maielis memandang kedua
terdakwa tidak ikut menikmati uang hasil
korupsi tersebut. Namun, putusan hakim
ini tidaklah btdat. Satu hakimyakni Guntur
menyatakan perbedaan pendapat (dis-
senting opinion), dan rnenganggap kedua
terdakwa tidak bersalah.

Sontak, putusan ini membuat kaget JPU
Rahardi dkkdan menyatakan akan melaku-
kan banding. Sebab, sebelumnya JPU
menuntut kedua terdakwa agar dihukum
penja& kepada Asman 1,5 tahun dan IB
nala selama 4 tahun ditambah denda Rp
50 juta dan mengganti kerugian negara Rp
42 juta. Sedangkan kuasa hukum terdakwa
IB Raka, Suryatin U.iaya mengatakan masih
pikir-pikir dengan putusan ini.
"Iika melihat putusan yang jauh dari

tuntutan sepertinya kami akan banding.
Tapi kami akan pelaiari dulu isi putusan
tersebutl' tandas Rahardi.

Sekadarrnengingatkan, lqsus ini beraw"dl dad
pengadaanlahanrmt*pembangunan RPHdi
-IbrndEh-unAD2 Unnrkpembbbasanlatran
seluas 299 are dianggartan Rp 3 miliar untuk
membebaskan 299 are lahan unnrk RPH.
Namuq fakanya lahan yarlg dibebaskan
hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp
2,,16 miliar. Maka ada selisih kelebihan pem-
bayaran Rp ,186 iuta yang diiadikan sebagai
terugian negara" Selain ked ua terd akwa, juga
menetapkan makelar tanah, IGdek fuistana
sebagai terdakwa (pr/1es)

') Satu hikim yakni Guntur nenyatakan
pebedaan pendapat ldlssentlog optftnn),
oan nerganqgap kedua terdaAwa Itdak

Vonis
RPH Temesi*
. Manlan Sekdacianyar
. Drvonts I rahun penjar;dan denda FD 50
JUra suDstder j b!]an penJara
. Sebolumnva JpU men;nlLr 1,5 tahunddn
oenda Ftp 50 jula

lB naka
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Tim Sembilan Lahan Gunaksa

Iadi Pesakitan
Didalq /a Rugikan emDat terdak^'a masing-masing AA

Neurah Azuns, I Nyoman Rahayu'
N iOe Susiutthu dan I Nyoman su-
kantra, dingan majelis hakim Yang
diketuai Putu Gde Haryadi.

Sedanqkan Pada berkas ketiSa
denean [etua maielis hakim Cening
Budiana menYidangkan dua terdak-
wa vakni I Gusti Ngurah Gede dan I

Guiti Gde Wiratmadia. Kesembilan
terdal$a didamPingi Um Pengacara
Simon Nahak dkk

Dalam dakwaannYa, IPU menielas-

kan bahwa kasus koruPsi ini berawal

Dada 2006 ketika I Wayan Candra

' iterdakwa dalam berkas terpisah)
meniabat Bupati Klungkung dan men-

eft iti€n Keputusan Bupati Klungk'mg
Nomor I S3tahun 2006 tenlang Pene-

taDan bkasi Pembangunan Dermaga

di Klunekung Daratan berlokasi di
bekas g-alian C Gunaksa dan Desa

Tbneka; seluas 50 heldare r" I Baca lim-.. Hal 31

Negara RP 9,5 M
DENPASAR - Sidang dugaan ko-

rupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung
reius berzulir. Setelah mantan Bupati
Wavan dandra disidang sebagai
terdakwa, kini giliran sembilan
terdakwa vang meruPakan Panltla
oenqadaan lahan (Tim Sembilan)
meniadi Pesakitan di Pengadilan
Tioikor DinPasar kemarin (l 0/4 )'
' dakine banyaknya terda-l'v"a den-

ean perin Yang berbeda-beda, jaksa

penuntut umum (JPU) Pun mems-
;hkan tim sembilan dalam tiSa ber-

las berbeda. Ketur lanapria (mantan

Sekda KlungLung/Lerua panitia)' I
Made Nqurah dan M Sagung Mas-

rinit mai'tan t epala BPN Klungkung)
dalam satu berkas, dengan sidang

vans dipimpin maielis hakim Beslin

iitrdmuinP,. Berkas kedua, dengan

Berkas Partama

. I Nvornan Sukanla
(Ketua Maiehs Hatrm Putu Gde

'berkas Ketig.r

. I Gusti GdeWinimadja
(Ketua Maielis Hakim Cening Budiana

') Kesembilan terdakwa didanpingi tin pengacan Simon Nahak dkk'

. K€tut Janapia (mantan lqdal!{g!{gE!3

iim sembilan dalam

. AA Saquno Maslini (mantan kepala BPN Klungkl

{ketua Miptis Hatrm Beslrn Sihombing)
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Anggaran Bengkak
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Sambungan dari hat pl
Pembentukan Tim penilai Har_
ga Tanah," tandas lpu dalam
dakwaannya.

Lebih lanjut, jaksa menvebut
bahwa ternyata panitia pen-
gadaan Tanah yang dibentuk
menentukan sendiri taksiran
harga tanah Rp 13, f4 iuta per are.
AnSka ini didapatdengan men-
gambil contoh pembebasan
lahan By Pass Tohpati-Kusam-
ba taiun 2003 sebesar Rp l0
,uta per are ditambah inflasi
7 persen per tahun. Mestinya,
lnng menaksir harga adalahTim
Penilai Harga Tanah.

"Padahal itu bukankewenansan
Panitia Pengadaan melainian
tugas Tim Penilai Harga Tanah
yang sudah dimnjuk' bebemya"

Akhir Desember 2007, lanjur
jaksa, para terdakwa lalu men-
cairkan angga-ran pembebasan

tanah Rp 14 miliar Celakanya,
pencaltan ini tanDa didasa
ri dan dilengkapi dokumen
pengadaan. Dana dari ApBD
ini ditampung dulu di reken-
ing lGdishub Wayan Tika dan
Wayan Pegig Suartama, lalu
ilibajrarkan kepada 100 bidang
tanah dengan berita acara pem -
bayaran ganti rugi yang diran,
datangani para terdakwa.

"Pengadaan tanah juga dibe-
bankan pada APBD 2008 sebe,
sar Rp 3,5 miliari' jelas jaksa.

Dalam pengadaan tanah ini,
jaksa menuding, panitia pen-
gadaan tanah belum melakdciur
inventarisasi dan verifikasi atas
selun-rh tanah yang dibebaskan.
Selain itu, data pemilik tanah
dan status hukum tanah yang di-
kuasai pernilik dalam lampiran
berita acara pembayaran ganti

.Lantas, untukpembangunan
qermaga dan jalan menu-
ju dermaga dilakukan pen_
gadaan tanah pada tahun
2007 dengan dana dari pem_
kab Klungkung melalui Dinas
Perhu bungan Klungkung Rp
I,92 miliar melalui APBD 2-00i.
AlBBaran ini membengkak
dalam APBD Perubahan 2007
meniadi Rp l4 miliar

"Dalam pengadaan tanah ini,
Wayan Candra selaku bupati
Klungkung membenruk pini-
tia Pengadaan Tanah melalui
Keputusan Bupati Nomor 261
tahun 2007 tanggal 7 Agustus
2007 iuga Kepurusan Bupati
Nomor 321 rahun 2007 tanggal
l5 Novem ber 2007 renriig

rugi bukan merupakan hasil
inventarisasi yang valid.

"Panitia pengadaan lahan
juga melakukan pembayaran
ganti rugi kepada orang yang
tidak berhak atas tanah terse-
but sehingga mengakibatkan
kerugian negara Rp 9,5 miliar
sesuai dengan perhitungan yang
dilakukan BPKP wilayah Bali,'
beber tim ja-ksa ini.

Atas perbuatannya, JPU men-
jerat kesembilan terdalc,va den
gan dals,,raan primer Pasal 2
Ayat (1) jo Pasal lB UU Tipikor
io Pasal 55 a}?t (1) ke I KUHP
dan dakwaan subsider Pasal 3
jo pasal 18 UU Tipikor io pasal

55 ayat 1ke-l KUIIP Setelah
pembacaan dakwaaur, Luasa hu-
kum para terdakwa meltyatakan
akan mengajukan eksepsi pekan
depan, (yor/yes)


